GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G /2! /B.VI/HK/2003

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT- PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG ATAS
NAMA GUBERNUR LAMPUNG UNTUK MENANDATANGANI SURAT
PERINTAH MEMBAYAR UANG (3PMU ) GAJI, DAFTAR PENGU]JI
SPMU GAJI SERTA SURAT PENAGIHAN YANG PEMBAYARANYA
MELALUI EANTOR PERBENDAHARAAN DAN KAS NEGARA

BANDAR LAMPUNG SERTA MENANDATANGANI SURAT

EETERANGAN PEMBERHENTIAN PEMBAYARAN (SEPP)

GAJI TAHUN ANGGARAN 2003

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk memperlancar pelaksanasan Anggaran Pen-
dapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun
Anggaran 2003 khusus mengenai pelaksanaan pembayaran
gaji pegawai dipandang perlu  menunjuk/ menetaplan
pejabat-pejabat yvang diberi wewenang atas nama Gubernur
Lampung untuk menandatangani Surat Perintah Membayar
Uang (SPMU) Gaji, Daftar Penguji SPMU Gaji serta Surat
Penagihan  vang pembayarannya melabui Kantor
Perbendaharaan dan Kas Negara Bandar Lampung serta
menandatangani Sumt Keterangan Pemberhentian
Pembayaran (SKPF) Gaji Tahun Anggaran 2003 dan
menetapkannya denpan Keputusan Gubernur Lampung.

Mengingat 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat | Lampung (Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tehun 1964 Nomor 95;
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688),

2. Undang - Undang Nomor 322 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3839);

3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tfentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor
3851);

4. F‘emtium.n Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
tentang  Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan



1dr

11.

12,

13,

Propinsi sebagai Dacrah Otomom  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambaban
Lembaran Negara Nomor 3932);

. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik indoncsia
Tahun 2000 Nomor 201; Tambahan Lembaran Negara
Momeor  4021)  schagaimana  telah  digbah  dengan
Peratutran Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang
Perubahan ates Peratumn Pemerintah Nomor 104 Taban
2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Momor 157; Tambahan Lembaram Negara Nomor 159);

Peraturan  Pemerintah Nomor 105 Tabhun 2000 tentsng
Pengelolaan dan  Pertangpung  Jawaban Keuangan
Daerah ({Lembaran Megara Republik Indonesia Tabun
2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negam Nomor
4022

. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang

Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Kevangan dalam
Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
{Lemmbaran  Negara Republik [ndonesia Tahun 2000
Momor 203; Tambahen Lembaran Negara Nomor 4023);

. Peraturan Pemerintale Nomor 107 Tabhun 2000 tentang

Pinjaman Daerab {Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2000 Nomor 204; Tambahan Lembaran Negara
Momor 4024);

Peraturan Menteri Dalam Negerd Nomor 11 Tahun 1975
tentang Contoh-Contoh Cara  Penyusunan  APED,
Felnlreamann  Tata Usaha Kenangan Daerabh  dan

Penvusunan Perhitungan APBD;

Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 2 Tahun 1994
tentang Peloksanaan APBD Jo Perafuran Menteri Dalam
Megeri Nomor 2 Tabun 1996 tentang Perubahan
Peraturam Menteri Dalan Negen Nomor 2 Tahun 1994

Peraturan Daerah Propingi Lampung Momor 15 Talum
2000 tentang Organisasi dan Tata Herga Sekretarial
Daerah Propinsi dan  Sekretariat Dewan PFerwakilan
Ralkyat Dacrah Propinsi Lampung;

Peraturen Dagrah Propinsi Lampung Nomer 168 Tahun
2000 tcntang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Lembiags Teknis Dacrah Propinsi Lampung;

Peraturan Daeral Propinsi Lampung MNomor 17 Tahun
2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Propinsi Lampung

. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor  ‘Tahun

2002 tentang Penetapan APRD Propinsi Lampung Tahun
Anggaran 2003,



Menetapkan

PERETAMA

MEMUTUSKAN,

: Menunjuk dan memberi wewenang  kepada pejabat-

pejabat yvang Nama, NIP dan Jabatannya sebagai tersebut
dalam Keputusan ini bertindak untuk ataz nama Gubernur
Lampung untuk mensndatangani Surat Perintah Membayar
Uang (SPMU)} Gaji, Daftar Penguji SPMU Gaji serta Surat
Penagihan  yang pembayarannya  melalui Kantor
Perbendaharaan dan Kas Negara Bandar Lampung serta
menandatangani Surat  Keterangan Pemberhentian
Pembayaran (SKPP] Gaji, sebagai berilut :

1. Drs. Hi. MAHYUDDIN.MM.
NIP. 010 097 117.

Kepala Bire Keunangan Sekretariat Daeragh  Propinsi
Lampung yang specimen tanda tangan dan parafnya
tercantum dalam lampiran surat keputusan ini untuk
menandatangani Surat Perintah Membayar Uang (SPMLU)
Gaji, Daftar Penguji SPMU Gaji serta Surat Penagihan
yvang pembayarannya melalni Kantor Perbendaharaan
dan Kas Negara Bandar Lampung serta menandatangani
Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)
Gajl.

II. Hi. LIZAR ANBORI, SH.MM,
NIP. 460 013 532.

Kepala Bagian Perbendaharsan Biro Keuangan
Sckretariat Daerah Propinsi Lampung yang specimen
tanda tangan dan parafnya tercantum dalam lampiran
surat keputusan ini untuk menandatangani Surat
Perintah Membayar Uang (SPMU) Gaji, Daftar Penguji
SPMU Gaji serta Surat Penagihan yvang pembayarannya
melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Bandar
Lampung serta menandatangani Surat  Keterangan
Pemberhentinn  Pembayaran (SKPP) Gaji, apabila
pejabat  pada ketetapan  kedua point | (satu)
berhalangan.

III. Drs. YANWARDI.
NIP. 460 018 269.
Kepala Sub Bagian Belanja Pegawai pada Bagian
Perbendaharasn Bio Heuangan Sckretariat Daerah
Propinsi Lampung yang specimen tanda tangan dan
parafnya tercantum dalam lampiran surat keputusan
ini untuk mendantangani Surat Perintah Membayar
Uang (SPMU} Gaji. Daftar Penpuji SPMU Gajl serta
Surat Penagihan yang pembayarsnnya melalui Kantor
Perbendaharaan dan Kas Negara Bandar Lampung
serta menandatangani Surat Keterangan Pemberhentian
Pembayaran (SKPF) Gaji, apabila pejabat pada
ketetapan kedua point I (satu) dan I {dua) berhalangan,



KERUA

KETIEGA

KEEMPAT

Tembuamm disampaikar
Bapak Menteri Dalam Negerd RI di Jakarta.

Hapalk Menteri Kenangan RI di Jakarta.

Ketua B.F.K. di Jakarta.

Sekjen Departenzen Henangan di Jakerta,

Diggen PUMDA Depdagri di Jalkerta.

HKepeda Dit. Pelaksansan Anggaran Depdagr di Jakarta,
Hetua DPRD Propinsi Lampung di Telukbetong.
Rakanwil Anggacan Wil V di Bander Lampung.

Kepala KTUA Bandara Lampung.

Kepada Bawasda Propinsi Lampung di Telukbetung,
KFEN Bandar lampm:p_; di Frandarm Lampung.
Direktur PT. Bank Lampung di Telukbetung.

[y Sr—
REOo®Ne us0pe

Kepala

s Wang dimaksud bahalangan dalam Beputusan ind adalab
Jjika pejabat-pejabat yang tercantum pada Ketetapan keduaa
point | dan vang tercantum pada ketetapan kedus point 11
tidak dapat melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban
karenn  tidak  bersda ditempat  sehubungan  dengan
kedinasan, tidek dapat melaksanaican tugas kedinasan
dengan Surat Keputusan/Surat Perintal Tugas dan pejabat
yang berwenang atau karena sakit dengan surat keterangan
dokter.

: Dengan  ditetapkannya keputnzan ini, maka Heputusan
Cuberpur Lampung nomor @ GAOOT fB.XIJHK/20:02 tangpal
8 Januad 2002 tentang penetapan pejabat-pefabat yang
diberi wewenang atas nama Gubermur Lampoang untuk
menandarangani Surat Perinfah Membayar Uamg (SPMU)
Gaji, Daftar Pengnji SPMU Gaji dan Surat Penagihan yang
pembayarannya melalui Kantor Perbendsharaam dan Kas
Megara Bandar Lampung Tabun Anggaran 2002 serta
menandatangani Sumat Keterangan Femberhentian
FPembayaran (SKPP) Gaji Tabun Anggaran 2002 dicabut dan
dlinymtaknn tidak berlaku lagi

+ Heputusan i mula berdalm sejak fanggal 1 Jamuan 2003
sampal 21 Desember 2003 dengan ketentuan apabila
dikespudizn  harl  toroyate  tondapat  keheliuan dalam
penctapannya aken dilakukan pembetulan sebagaimana
moatinya.

Ditetapkan di : Telukbetung.
Pada langgal : et Januari 2003,

GUBERNUR LAMPUNG

dto
Drs. OEMARSONO
A Tth:

14, Kepala Kantor Pelayanan Pajak di Telukbetung,

14, Hepala Biro Keuangan Setda. Propinsi Lampung di Telukbetung,
15. Pimpinan PT. TASPEN Bandsr Lampung.

16, Yang bersanmglutan untuk diltedmlbing dane dilsbsanakan.

Y.  Hmpuonan I{:Pufusan.



